
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 72 TAHUN 1999

TENTANG

PENANGGUHAN MULAI BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26

TAHUN 1999 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999

tentang Tarif atas Jenis-jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Departemen Kehakiman tersebut mulai berlaku pada tanggal

7 Juni 1999;

b. bahwa perkembangan keadaan politik, ekonomi dan sosial dewasa ini

secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi efektivitas

Peraturan Pemerintah tersebut apabila diberlakukan pada tanggal 7 Juni

1999 khususnya dikarenakan dibutuhkan waktu untuk mensosialisasikan

kepada organisasi/masyarakat baik di dalam maupun di luar negeri,

sehingga perlu ditinjau kembali saat mulai berlaku Peraturan Pemerintah

tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan

Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3687);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran

Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor

57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 (Lembaran Negara

Tahun 1998 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3789);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENANGGUHAN MULAI

BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 26 TAHUN 1999

TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN

PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KEHAKIMAN.

Pasal 1

Menangguhkan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun

1999 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku

pada Departemen Kehakiman, dari tanggal 7 Juni 1999 sampai dengan tanggal

7 Agustus 1999.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dan

mempunyai daya laku surut sampai dengan tanggal 7 Juni 1999.


